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RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Tahunan Safeguard Tahun 2025 Program RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Kalimantan
Tengah menggambarkan kemajuan implementasi perlindungan lingkungan, sosial, dan gender sesuai
komitmen Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial (ESMS) BPDLH. Sepanjang periode Oktober 2024 —
Desember 2025, pelaksanaan program difokuskan pada penguatan arsitektur REDD+, persiapan kegiatan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), penguatan kelembagaan, serta peningkatan kapasitas para pihak
dengan tetap memastikan kepatuhan terhadap seluruh prinsip ISP BPDLH.

Implementasi safeguard pada penguatan kepatuhan hukum (ISP 1), Pelaksana telah menerbitkan beberapa
dokumen persyaratan ataupun legalitas yang harus dipenuhi, misalnya berbagai SK kelembagaan, legalitas
kelompok dan lokasi, pelaksanaan PADIATAPA/FPIC untuk kegiatan RHL, penyusunan 20 dokumen
Rancangan Teknis RHL (500 ha lahan mineral dan 500 ha lahan gambut), serta penyusunan proposal RHL
oleh kelompok dampingan. Program juga memastikan tata kelola ketenagakerjaan dan K3 (ISP 2) melalui
penerapan SOP patroli, penggunaan APD, serta komitmen non-diskriminasi dalam rekrutmen dan
pengadaan. Tidak ditemukan laporan kecelakaan kerja maupun pelibatan pekerja anak pada periode
pelaporan.

Pada aspek lingkungan (ISP 3 dan ISP 6), program telah menerapkan manajemen limbah kegiatan,
menyusun 11 Profil Keanekaragaman Hayati tingkat kabupaten dan 1 tingkat provinsi, memfasilitasi
penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (sebagian masih dalam proses), serta
memasang 150 plang imbauan di 59 desa rawan untuk mencegah perburuan, penebangan, dan kebakaran
hutan. Inventarisasi kawasan Tahura Isen Mulang Sebangau Berkah serta penyusunan RPPEG menjadi
dasar pengelolaan berbasis konservasi dan mitigasi risiko ekologis.

Tidak ditemukan kecelakaan kerja maupun pelibatan pekerja anak selama periode pelaporan. Mekanisme
penanganan pengaduan telah disosialisasikan secara aktif melalui pemaparan langsung dan pemasangan
banner kanal pengaduan pada setiap kegiatan. Selama periode 2025 tidak terdapat pengaduan resmi yang
masuk terkait pelaksanaan program. Mekanisme tetap tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat maupun
pihak terkait sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

Keterlibatan gender tercatat sebanyak 722 perempuan dari total 3.142 peserta (29,8%). Meskipun partisipasi
masih didominasi laki-laki karena sifat teknis kegiatan, program telah memastikan akses informasi,
kesempatan setara, dan keterlibatan perempuan dalam FGD, Bimtek, penyusunan dokumen teknis, serta
kegiatan ProKlim. Prinsip GEDSI dan nondiskriminasi ditegaskan dalam seluruh ToR rekrutmen dan
pengadaan. Keterlibatan pemangku kepentingan dilakukan melalui koordinasi lintas OPD, konsultasi publik,
FGD, pelibatan kelompok perhutanan sosial, pemerintah desa, akademisi, dan mitra pembangunan sejak
tahap perencanaan hingga validasi dokumen teknis. Proses ini memastikan transparansi, partisipasi
bermakna, serta efektivitas pelaksanaan program di tingkat tapak.

Secara umum, implementasi safeguard tahun 2025 menunjukkan kepatuhan yang baik terhadap komitmen
BPDLH, dengan beberapa catatan perbaikan pada penguatan dokumentasi limbah, penyelesaian dokumen
kehati yang masih berproses, serta peningkatan partisipasi perempuan pada kegiatan teknis tahun 2026.



PENDAHULUAN

Pelaksanaan safeguard lingkungan dan sosial pada Program RBP REDD+ GCF Output 2 merupakan bagian
dari komitmen Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dalam memastikan bahwa seluruh
kegiatan yang didukung pendanaannya menerapkan prinsip perlindungan lingkungan dan sosial secara
konsisten. BPDLH sebagai Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan bertugas menghimpun,
mengelola, dan menyalurkan pendanaan lingkungan hidup, termasuk pembiayaan berbasis kinerja (Result-
Based Payment/RBP) REDD+. Untuk menjamin bahwa implementasi kegiatan REDD+ menghasilkan
manfaat iklim sekaligus menjaga kualitas lingkungan dan ketahanan sosial masyarakat, BPDLH
mengembangkan dan menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social
Management System/ESMS) sebagai instrumen utama perlindungan.

ESMS menjadi standar wajib bagi seluruh program dan mitra pelaksana yang menerima dukungan
pendanaan BPDLH, termasuk pelaksana Program REDD+ GCF di tingkat provinsi. Pedoman ESMS disusun
dengan merujuk pada peraturan perundangan nasional, kebijakan internal BPDLH, serta standar safeguard
mitra pembangunan internasional seperti GCF, yang kesemuanya telah diselaraskan dengan kebijakan
nasional melalui Pedoman Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial Badan Pengelola Dana Lingkungan
BPDLH.

Output 2 Program RBP REDD+ GCF memastikan bahwa seluruh kegiatan di Kalimantan Tengah
dilaksanakan sesuai prinsip perlindungan BPDLH mulai dari kepatuhan hukum, pelibatan pemangku
kepentingan, pengelolaan risiko lingkungan dan sosial, perlindungan masyarakat adat, kesetaraan gender,
hingga berfungsinya mekanisme keluhan sehingga implementasi REDD+ berjalan akuntabel, transparan,
inklusif, dan mendukung pemulihan ekosistem hutan.

Penabulu Foundation sebagai lembaga perantara bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
memastikan seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan, mematuhi
standar ISP BPDLH. Pemprov Kalteng memperkuat komitmen ini penyediaan data, koordinasi lintas
lembaga, serta pengawasan risiko sosial lingkungan, dengan menekankan keterbukaan informasi,
partisipasi masyarakat, kesetaraan gender, dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat. Sinergi
BPDLH, Penabulu, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membentuk kerangka pelaksanaan
safeguard yang kuat, sehingga Program REDD+ tidak hanya menghasilkan penurunan emisi, tetapi juga
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat kelembagaan lokal, dan menjaga kelestarian hutan
Kalimantan Tengah.

DASAR IMPLEMENTASI SAFEGUARD BPDLH

1. Peraturan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup No. 03 /BPDLHI2022 Tata Cara
Pelaksanaan Kerangka Pengaman Lingkungan dan Sosial (Safeguards) pada Badan Pengelola
Dana Lingkungan Hidup

2. Surat komitmen penabulu terhadap kepatuhan perlindungan lingkungan dan sosial BPDLH

TUJUAN

Tujuan pelaksanaan safeguard pada Program RBP REDD+ GCF adalah memastikan seluruh potensi risiko
lingkungan dan sosial selama implementasi kegiatan dapat diidentifikasi, diminimalkan, dan dikelola secara
efektif. Melalui penerapan ESMS BPDLH, program diarahkan untuk mencegah dampak negatif, melindungi
masyarakat termasuk kelompok rentan dan masyarakat adat serta menjamin bahwa seluruh proses berjalan
aman, akuntabel, dan berkelanjutan sehingga manfaat REDD+ dapat diterima secara adil oleh pemerintah
daerah dan masyarakat di Kalimantan Tengah.



KEPATUHAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN BPDLH

Berikut disajikan tabel yang merinci komitmen perlindungan lingkungan dan sosial dari BPDLH, yang secara
spesifik diimplementasikan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah:

ISP Deskripsi Kepatuhan

Implementasi Program RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Kalimantan Tengah

K dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip Kepatuhan terhadap Peraturan
Kepatuhan Perundang-undangan dan Akuntabilitas (ISP 1) sebagaimana diatur dalam ESMS
Terhadap Hukum BPDLH. Seluruh tahapan program mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga
dan Akuntabilitas pelaporan mengikuti ketentuan hukum nasional serta pedoman resmi yang

diterbitkan oleh LH/K dan BPDLH, Berikut adalah dasar kepatuhan terhadap
Hukum dan Akuntabilitas yang mendasari Program RBP REDD+ Kalteng:

1. SK.1398/Menlhk/Setjen/lKUM.1/2023 tentang Alokasi Pemanfaatan Dana
Results Based Payment (RBP) REDD+ for result period 2014 — 2016
Green Climate Fund Output 2 untuk Kategori Pemanfaatan Il “Result
based payment for verified emission reduction” yang dikeluarkan pada
tanggal 23 Desember 2023

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
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Sebagai landasan utama, pelaksanaan kegiatan REDD+ GCF Output 2 Provinsi
Kalimantan Tengah mengacu pada SK.1398/Menlhk/Setjen/KUM.1/2023 tentang
Alokasi Pemanfaatan Dana Results Based Payment (RBP) REDD+ for result period
2014 — 2016 Green Climate Fund Output 2 untuk Kategori Pemanfaatan Il “Result
based payment for verified emission reduction” yang dikeluarkan pada tanggal 23
Desember 2023, yang mengatur secara rinci mekanisme penyaluran dana, ruang
lingkup pemanfaatan, kewajiban administrasi, persyaratan pendukung, serta tata
cara pelaporan pertanggungjawaban kepada BPDLH. Seluruh entitas pelaksana
diwajibkan mengikuti ketentuan, termasuk penyusunan dokumen kerja, verifikasi
kegiatan, validasi capaian, penggunaan anggaran, mekanisme pencairan, dan
ketentuan audit.

2. SK Gubernur Kalteng Nomor: 660/945/BLH/IV/2011 tentang
Pembentukan Komisi Daerah Pengurangan Emisi dari Kegiatan
Deforestasi dan Degradasi Hutan Plus (REDD+) Provinsi Kalimantan
Tengah dan Permen LHK 70/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan




ISP Deskripsi Kepatuhan
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Dasar pelaksanaan program merujuk pada SK Gubernur Kalimantan Tengah
Nomor 660/945/BLH/IV/2011 tentang Pembentukan Komisi Daerah Pengurangan
Emisi dari Kegiatan REDD+ yang mengatur koordinasi, kelembagaan, serta
mekanisme pelaksanaan REDD+ di tingkat provinsi.

Selain itu, implementasi program juga mengikuti Peraturan Menteri LHK
P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan REDD+,
yang menetapkan kerangka nasional untuk perencanaan, pelaksanaan, pelaporan,
dan verifikasi kegiatan penurunan emisi di sektor kehutanan.

3. Pedoman Operasional Program Results-Based Payment (RBP) REDD+
Green Climate Fund (GCF) Output 2 — Lemtara dan Pedoman ESMS
Yayasan Penabulu 2021
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ISP Deskripsi Kepatuhan

Lembaga Perantara (Lemtara)
menyusun Standar Operasional
Prosedur (SOP) sebagai pedoman
teknis pelaksanaan Program RBP
REDD+ GCF Output 2. SOP ini
disepakati bersama Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengah untuk
memastikan  keselarasan tata
kelola, kejelasan alur kerja, dan
kepastian prosedur pada seluruh

PEDO SISTEM A tahapan implementasi, serta
meaxumncu nmnws’osm disusun dengan mengacu pada
BADAN PENGELOLA DANA LINGKUNGAN Peraturan Menteri Keuangan No.
HIDUP (BPDLH) 124/PMK.05/2020 tentang Tata

e e Cara Pengelolaan Dana

Lingkungan Hidup.

SOP menjadi acuan bagi Lemtara
dan Penerima Manfaat dalam
mengelola dan
mengadministrasikan dana proyek
secara tertib, transparan, dan
akuntabel. SOP dan POP mengatur
tata kelola proyek, mekanisme
penyaluran dana, pengelolaan
kegiatan, koordinasi, serta
persyaratan administratif yang

wajib dipenuhi dalam pelaksanaan program.

Selain itu, penerapan sistem manajemen lingkungan dan sosial mengacu pada
Pedoman BPDLH sesuai Peraturan Direktur Utama BPDLH No. 03/BPDLH/2022
tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerangka Pengaman Lingkungan dan Sosial
(Safeguards).

4. Dokumen Persyaratan/Kebijakan dalam Arsitektur REDD+ Provinsi
Kalimantan Tengah

Desember
2025

- RENCANA AKSI
TREDD+

,.:" PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Kelompok Kerja REDD+ Provinsi Kalimantan Tengah

Badan Perencanaan Pembangunandan Inovasi Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah




Deskripsi Kepatuhan

5. Dokumen ToR, Surat Tugas dan/atau Undangan (Bagian dari bentuk
dokumen persetujuan/kesepakatan pelaksanaan kegiatan dari penerima

manfaat)

KERANGKXA ACUAN KERJA
Program Barat
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ToR, Surat Tugas, dan/atau Undangan
yang disusun sebelum pelaksanaan
kegiatan merupakan bagian dari dokumen
perizinan atau persetujuan resmi dari
instansi yang berwenang.

Ketiga dokumen tersebut menjadi dasar
legal pelaksanaan kegiatan di lapangan
karena memuat mandat, ruang lingkup
tugas, lokasi, serta pihak yang berwenang
melaksanakan kegiatan. Melalui penerbitan
dokumen-dokumen ini, setiap aktivitas
Program RBP REDD+ GCF Output 2
dipastikan telah memperoleh persetujuan
administratif, ~berada dalam  koridor
kewenangan pemerintah daerah maupun
lembaga terkait, serta memenuhi prinsip
akuntabilitas dan kepatuhan hukum sesuai
standar ISP 1.

Dokumen tersebut juga berfungsi sebagai bukti kepatuhan terhadap prosedur
internal lembaga, sekaligus memastikan bahwa koordinasi, pelibatan pemangku
kepentingan, dan pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan mandat yang sah

6. Dokumen persutujuan dalam bentuk Surat Keputusan dari Pemprov
Kalimantan Tengah dalam mendukung Implementasi Program (Bagian
dari bentuk dokumen persetujuan/kesepakatan pelaksanaan kegiatan dari

penerima manfaat)

Sebagai bagian dari kepatuhan persetujuan pelaksanaan kegiatan dari penerima

manfaat, Pemerintah Provinsi

Kalimantan

Tengah telah menerbitkan

beberapa Surat Keputusan (SK)yang menjadi dasar legal, sekaligus bentuk
dukungan resmi terhadap implementasi Arsitektur REDD+ Sub National, melalui
dukungan Program RBP REDD+ GCF Output 2. Dokumen-dokumen ini berfungsi
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sebagai instrumen penetapan tim kerja, serta penetapan lokasi kegiatan di tingkat
tapak,sehingga menjamin bahwa seluruh aktivitas program berjalan dalam
kerangka mandat dan kewenangan pemerintah daerah. Dalam periode tahun 2025,
mecakup:

a) SK Pembentukan POKJA REDD+ Kalteng dan SK POKJA tentang
Sekretariat Kelompok Kerja REDD+

KELOMPOK KERJA PENGURANGAN EMIS!
DARI DEFORESTASI DAN DEGRADAS| HUTAN PLUS (REDD+)
\] 1. Diporwpore Palangis Ry, Kakmatan Tengah 73112

N Erraail - pakjserddplussialte e gad com

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188 .44/58/2025

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGURANGAN EMIST
DAR! DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN PLUS

GUEERNUR KALIMANTAN TENGAM,

Merumbang A, bahwu dalam rangko Fengurangan Emiul dart Deforestas: dan
Degrodasi Hutan Plus (REDD<) pada Tahun 2023 melalu
Keputusan Gubernur Nomor 188.44/617/2023 telah dibentuk
Kelompok Kerja Pengurangan Emisi dan Deforostasi dan
Degradani Hotnn Phus (REDDY), seirinig dengan peckembangan
keadaan maka Keputusan Gubemur dimaksud perlu ditinjau
kembal.

b, bahwi deagan perkembangan Kebijakan dan peratirun screa ik Sekrotarat Kogs Rony
dinamika pembangunan rendah emiel dan perubahan s !l Doyt Hugas s (RO
bk i tigkant bk ressional dan glabw] mulo ¢
. Datwa bercwskan pebacgm sibagseang divekad
untuk mempe Kelompok Ker
ol hutl A, Wi b, pedu meneiapian Ketws Hiaean
Femisf dlari Deforeatuai dan Degradass Hutan Plus (REDDs), e S N s ango o
e bahwn Provinei Kalimantan Teogah memiiks komitmen untuk Dlcomatasi i Degrackis Hhtan Plus (REDD+X
mendukung pencapaan 1arget Komitoen Kontribs! Naslooal
- 4 g 1. Undang Uindang Nomor § Tahun 1080 temtang Komeers:
(Enchanced  Natiomally  Detern Comtrivution/ Weoshadt Swot Do am oyath dam Exoskunrya ( atoven
etringr . ’;"'I'L’:",'"'“"“ i Negaca Regulbi indineaa Tahun 1090 Nomor 45, Tambahar
pubsh saty %o Lamiroran Magas Repebitk hdonwes Nomee 418,
detapan pulih sembilan peraen) dengan upaya scndirt dan v
43,20% (eoupat paluh. tigs koma dua puluh persen) deagan 2. Umangrcmng Nomox 41 Tatun 199 rcan) Kotonan
tnmbahan dulangan dari: Lembaga Internasional - alnnyn (Lembacan Negara Kopuiih Indcneo Teven 1460 Nomee
sampai 2000 melahu Pengurangan Emisi Dan Deforestasi dan "'. Tantahan Lamtarms Negnm Reouti indonesis Nomee
Degendast Hutan Plus (REODT; B -
P gpwes TR n Undang Undssg Nemse G Tatun 202) tostang

%
v

dalam huruf a, hurf b, dan huruf ¢, peru menetaplan

Keputusan Gubernur teatang Kelampok Ketja Peogumagsn

Emial dan Deforeatasl dan Degrad Hutan Plus,

Mengingat Undang-Undang Ne

Sumber

% Tabun 1990 teamng Konservast
ya Alam Hayati dan Ekosistcmnya (Lembaran
in Tahun 1990 Namar 49, Tambahan
ik ndonesin Noeor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Talbun 1999 tentang Kehutanan
ran Negara Republile Indonesia Tahua 1999 Nomor 167,
Tumbuhan Lembsran Negirs Repulbdik Indoresi Somoe I885)
schagnimana telah beberapa kali diubeh terakhir deagan
Undang Undang Ramor 6 Tuhun 2029 tentang Peostapan
4 dang Nomae 2 Tahun 2022 tentung Cipoa Kerja
Menjods Undang-Undang  (Lemimran  Negar  Republik
Indonesa Taluan 20 iomor 41, Tambaban Lembaran Negarm
Republik Indonosin Nomor 6856

KEPUTUSAN KETUA HARIAN KELOMPOK KERJA PERNGURANGAN EMSI DARI
DEFORESTASI DAN OEGRADAS HUTAN PLUS (REDD+)
PROVINS! KAUMANTAN TENGAK
NOMOR : 01AF DDMKALTENGWI202S

TENTANG

SEXRETARIAT KELOMPOK KERJA PERNOURANGAN EMISI DAR) DEFORES TAS! DAN
DEGRADAS] HUTAN PLUS (REOOY)

KETLIA HARIAN,

Mormbang 0. bowe Cubonur Kafmastsn Teogah Mish Mmenetopkan
aogan Bk ot Onforestass ar
00+] relen Hoputanan Gubsenie
n oty Keomgok Keria

sergor

Punctapan Undang-Undang Kosor 3 Tahun 2022 Wtssg
Cotn Kece Manad Undwg-Usdang (Lembaran Negac
Republi Indonesis Tahun 2023 Nomee 41, Tambahan
Lombarn Negars Hopubti indones 3 Nemse 4951

3 UndmgUndang Nomer 25 2008 tesiang Srene

Ferervansan Pembanguan Nwlm\ (Lombaren Negara
Regubik Indonesss Taten 2004 Memor 104, Tameanan
umurnm”m;:ukul‘irwmunmul‘l

4. Undang Undang Nomar 32 Tahun J008 wetan Peinoungan
dan Peagelilaan Livghungan 1dup (Lembwran Negws
Republk lsdocesia Tahan 2006 Nomar 140, Tambahan
Lomtasn Nogwa Fepoblk Indonoem Nomor S063)
sebagaimana felih boberapa ka diban tarahe dorgan
Undarg-UUndang Momor 6 Tatun 2003 tentang Penstapan
Urdang-Undang Nomor 2 Tehun 2022 tentang Cipta Kega
Menjaoi Urdang-Undang (Lombaan Negarn  Repubik

b) SK Tim Inventarisasi IGRK Provinsi Kalimantan Tengah

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

an L1 A Mo Nermse | Palinghs Fays Kakmasiae Tergah 731
TetegonT asmie (330 3221710 it » 1 Pow.

KEPUTUSAN SEKRETARIS DABERAH PROVINS! KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 800/ 5#> /1.3/DLM

TENTANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAM
TAHUN 2024
TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT PELAPORAN INVENTARISAS!
EMISI GAS RUMAR KACA No.|  NAMA / JABATAN POKOK mstanst | JADATAN DALAM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH ! L _ SEKRETARIAT

TAHUN 2024 1. | BviElfi N g Ketun

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAR 2. | William Danict, 8.7 I Fra—

Menimbang . katan koasentrasi gas rumah kaco @i ntmosler telah 3. | Krisno Angmota
mongasibatkan ‘peman yang memicu perubahan ik - = i

obal yang dapat menurunkin kuatitas lingkungsing . . Kom T Angg

kasi Kotwens Kerangks Kerja Perserikntan

Bangsa genol Ferubohan Tikdim, 1
bersami - swmi dengan anggota masyanakal internaxional
dalam upayw mencegah meningkatnya konsentrast gan rumah kacs

& aumosfer

upays pencapaian target NDC ¢

© tabwa pelaksan N
Tkhim  dilakukan  dengan

penvelenggansan  Mitly Pery

perenanann akai Mitigasi Perubahan Iklim = satunya melahui

1ahapan inventarisast Emisl GRK

) MUHAMAD KATMA F. DIRUN
@ tubwa lnventarisssi Eteist GRK adalah kogiatan untuk mempeoleh

data dan informasi 1 Kecendening
\ ecnisi GREK secora berkala dari berbagad sumber emisi dan

apenal tingkat, status,

perubi
pemy

erapova,

bahwa untuk melaksanakan irtentuan pasal 11 ayat (2) dan pasal
turan  Presiden Nomor 94 Tahun 2021

Peayclenggaraan Nilai Exoncsmi Karbon untuk Punci
Kontribusl ywng ¢ ccara Nosional dan Pengendalian Emisi
s Rumah Kaca & an Nawional balwn frventarisns,
Kmisl GRX dilaksannkan oleh Gubernur untuk tnventarisasi Emis

GRE Pro dan menyampaikan laporan hasil Inyentarisasi Emin
GRK lorpada Menteri melalui aplicost berbasis web muka periu
dibentuk Tun Pelakwins dan Sekretarial Pelaporan Inventarisas|

Panini Oas Rumah Kaca Provins Kalsmantun Tengah Tahun 2024

imans dima
dans huruf e, pertis ¢

bahwa berdasackoen pectimlbwigsn sebo
huruf &, hurds b, huruf o, hueuf ¢
Keputusan Sekretans Dacrah tentang Tim Pelaksan
Pelaporan fnventurixasl Emisi Gas Rumal Kaca Provinm Kalima
‘ahun 2024

Tengah

Lampiran [I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINS! KALIMANTAN TENGAR

BUSUNAN DAN KMI‘GGMMN SEERETARIAT TIM PELAKSANA PELAPORAN

Nomor 800/ 193 /1.3/DLH
Tamggal 24 Oltober 2024

ARISASI EMISI GAS RUMAH KACA

Pl SEKRETARIS DAERAH,

-
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c) SKTim Penyusun Peraturan Gubernur Tentang Penetapan Kelembagaan
dan Pengelolaan TAHURA Isen Mulang Sebangau Berkah

"N PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
\ SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.T.A Milono Nomor 1 Palangka Raya, Kalimnntan Tengah 73111
Telepon / Faksimile (0536) 3221716, Laman Pos-el

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 522 /2 [y ¢/ DISHn

TENTANG

TIM PENYUSUN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
TENTANG KELEMBAGAAN DAN PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA
ISEN MULANG SEBANGAU BERKAH, DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang  : a. bahwa scbagai tindak lanjut telah diterbitknnnya Keputusan
Menteri Lingkungan  Hidup dan Kehutanan  Nomor
SK.1179/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2023 tentang

Penetapan Fungsi Dalam Fungsi Pokok Kawasan Suaka Alam
Sungai Scbangau Menjadi Taman Hutan Raya Isen Mulang
Sebangau Berkah di Kabupaten Pulang Pisau dan Kota

Palangkaraya, Provinsi Knlimantan Tengah Seluas ¢ 58,113 Ha

(Lima Puluh Delapan Ribu Seratus Tign Belas Hektar), akan

dibentuk Kelemt an dan Pengelol Taman Hutan Raya,
Dinas  Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dengan
Peraturan Gubemnur Kalimantan Tengah;

. bahwa sebagai salah satu kelengkapan pengusulan produk
hukum daerah berupa Peraturan Gubernur wajib disampaikan
kelengkapan dokumen berupa draft Peraturan Gubernur dan
Nasknh Akndemik yang disusun secara sistematis, terukur,
transparan, akuntabel dan partisipatif yang disusun oleh
sebunh Tim;

c. bahwa berdasarkan pertimb sel
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Tim
Penyusun Peraturan Gubermur Kalimantan Tengah tentang
K L dan F ! n Taman Hutan Raya Isen Mulang
Sebangau Berkah, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2025;

c

H i 1 kaud

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3888)
scbagaimana telah  diubah  beberapa kali dan  terakhir
berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun-2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik -Indonesia
Nomor 6856);

d) SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah tentang
penetapan Lokasi RHL (Mineral dan Gambut)

Lamguan 1 Tengeh
Nomeor S22 NDISHUT
Targas 24 Jarant 2028
PELAKSANA DAN LOXAS! KEGIATAN
REMABILITASE HUTAN DAN LAAN PADA LAHAN GAMBUT
AREAL PENGELCLAAN PERHUTANAN SOSIAL

PROGRAM REP REDD+ GGF OUTPUT 2 PROVINSI KALIMANTAN TENGAM

Target

Deaal Kolurahan | UPT KPHPAPHL

T8 | KT EKATAPAKATOAN | Karong.

7o SR AT

17| KT MITRA USAHA-

KT AR SERRRAY JATA
s

S NP, 19770817 1967031000




Deskripsi Kepatuhan

e) SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup tentang penetapan Lokasi Proklim

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
ntn Voo AS No B Palangua Ry 73111
TwipFas, (003) 1223750 Vibase - 1) o o -l

@ PEMERINTAH PROVINS| KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIODUP
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 800/ %25 LWOLH

TENTANG

PENETAPAN LOKASI SASARAN PEMBANGUNAN MODEL KAMPUNG IKLIM
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM ROP REDD+ GCF OUTPUT 2
PROVINS! KALIMANTAN TENGAH

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINS! KALIMANTAN TENGAM,

Menimbang 0 Bahwa dalam rangka mensghatan  ketahanan  masyackat
terradap dempak perubshan ikim dan mendorong tumbubnya
perubahan iklim dan mendorony tumbuhnys budaya masysrakat
bemeriioku ramah ingkungan, per pengembangan partisipast
manyarakat delam pengendalian den pengurangan emisi gan
UMaN KRGS $A118 MENGOMNG PANINDKAtAN Kapasiias adaptasi den
mugasi parubanan i

b Bahwe berdasaran Keputusan Menter! Lingkungan Hdup dan
Kehutanan Nomor SK 139&/Menihk/SetenKUM 172023 tentang
Alokasi Pemanfaatan Dana Resul! Sagsed Payment (REP)
Reducing Emissions From Deforestation ana Fofest Oegrdation
(REDD+) for Hesult period 2014-2016 Green Climate Fund (GCF )
Output 2 untuk Kategon Pemanfastan (L Prownal Kalimantan
Tongan menjsdi salah saty Provinsi yang mempercieh miokas:
dana RBP REDO tersebut
Bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menter Lingkungan Hidup dan
Kehiaarian Nomor P 84MENLHK-SETJEN/KUM. 1/1172018 teriang
Program Kampung tidm. paru dgndakiangtl dalam bentuk wadah
fasilitasi program Kampung IKIm Schaga PenguAN Polaksanaan
upaya adaptns dan motgas:

d  fahwa sesus dengan propossl pendansan (funding proposal|
yang telah disetuiui oleh Badan Pengelola Dana Linghungan Hidup
Kementerian Keuargan Republik Indonesta, salah saty kegistan
datam program RSP REDD+ GCF Outout 2 Provinsi Kalmantan
Tengah adaiah dukungan pembangunan model kampung kim

e Hahwa . dimaksud hund &
sumpai dengan hurul & perk menelapkan keputusan Kepaka Dinas
LingRLUngan HIGUp PIOVNS! Kakmantan 1engan tontang Penctapen
Lokasi Sasaran Pembangunan Model Kampung ikim Dalam
Rangka Pelsksansan Program RBP REDDs GCF Output 2
Proviaei Kadimantan Tengah,

Lampiran

Keputusan Kepaia Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalmantan Tengah

Nomor 8OOV 355 A JDLH

Tanggal 1 Desember 2024

Tentang Penetapan Lokasi Sasaran Pembangunan Model Kampung IKim datam rangka
Pelaksanaan Program RBP REDD+ GCF Output 2 Provinsi Kalmantan Tengah

LOKASI MODEL IKLIM
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM RBP REDD+ GCF OUTPUT 2
PROVINS! KALIMANTAN TENGAH
NO. | KELURAHAN/DESA KABUPATENKOTA
1 | Ketrahan Menteng (RW 13) | Kota Paiangka Raya
2 | Keurahan Kereng Bangkiral
3 | Kelurahan Kelampangan
4

| Dasa Pacarapak T Kabupaten Barito Salatan

| Kabupaten Barito Timur
| Kabupaten Barito Utara
| Kabupaten Kotawanngin Timur
| Kabupaten Kolawanngin Barat
| Kabupaten Pulang Pisau
| Kabupeten Katingan
[ Kabopaten Sukamara

Kabupaten Lamandau

7 | Desa Trahean
s |DesaBapsong
Desa Pandu Sanjaya
10 | Dosa Garddang Barat
11 | Desa Hiyang Bana
12 | Desa Bukit Sungial
13 | Desa Bumi Agung
14 | Desa Muara Unty | Kabupaten Murung Raya
-.ﬂ'o.m Tumbang Manghutup Kabupaten Kapuas

Pert @ Muda
NIP. 197606022005011010

f) SKPOKJA REDD+ tentang Penunjukan Operator SIS REDD+ Provinsi

Kalteng

KELOMPOK KERJA PENGURANGAN EMISI
DARI DEFORESTASI DAN DEGRADAS! HUTAN PLUS (REDD+)
Diponegore Paisrgka Raya, Kalimanton Tengah 75112
Emal - pokjareddiphass alterg @il com

Pulongka Rayn. #  Outober 2028

Nomor 25 REDOWKALTE
Stut Bana

Lampian  © 3 (3ga) lombar

il Penunjukan Ooers:

Yt Terampr
s

Falangha Rays

Bakenaan sengun penyuscren Dobumen Kereeghs Peogaman Sostal dam
wngee) dan shan
sengan v <ami

urnian Tugas Operator

sampaikan, sebagal buhan PeEkENAN Seun|unya dan ager

5.0 KETUA HARIAN POKJA REDO~

KOORDINATOR KERANGKA
PENGAMAN sosw.%m
LINGKUNGAN 1
\ A
A\ L

\

KRISTIANTC! § Hut., MSI

Pttt
NAMA OPERATOR 5 REDD*
No Nama NP Jabatan Unit
! | Kera
Sudarmiin, 8.1 9361202202008 1001 | F1 Surveyer oL
Vurstenrt Annsa, SXM | 198400172075042006 | JF1 Pedal Portama | OLH

an, KETUA HARIAN POIJA REDD+

KOORDWATOR KERANGKA

PENGAMAN SOSIAL D#’(

LINOKUNG AN \

\ A
R4

KRISTIANTO, 6 #ut., M. 54

v

7. Dokumen legalitas kelompok/lokasi target program (kelompok
masyarakat/lokasi target program merupakan kelompok legal)

Dokumen legalitas kelompok atau lokasi target program merupakan bukti bahwa
kelompok masyarakat yang terlibat dalam kegiatan berada dalam status
kelembagaan yang sah dan diakui secara hukum. Legalitas ini menjadi prasyarat
utama dalam pelaksanaan Program RBP REDD+ GCF Output 2 untuk memastikan
bahwa penerima manfaat, lokasi intervensi, serta struktur organisasi kelompok
memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
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Dengan legalitas yang lengkap, program dapat memastikan bahwa seluruh
intervensi dilakukan pada kelompok dan lokasi yang memenuhi syarat administratif,
meminimalkan potensi sengketa, serta mendukung akuntabilitas dan kepatuhan
terhadap ISP 1. Diperiode tahun 2025 ini mencakup:

a) SK Tahura Isen Mulang Sebangau Berkah (Palangkaraya)

/ o
) KELIMA Memerintahkan Direktur Jenderal Konservasl Sumber Daya
3 o Alsm  dan  Ekosistem untuk  melakukan  pembinaan
7

i pengelolnan lvwasan Tahurs fsen Mulang Sebangay Borkah
MENTER] LINGKUNGAN NIDUP DAN KEHUTANAN : schagaimana dimaksud dalam Amar KESATU sesusl dengan
REPURLIK INDONESIA ketentuan peraturan perundang undangan.

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAS IDUP DAN KEHUTANAN
KEENAM  : Keputusan ini mulal berlaku paci tanggal ditetapican

NOMOR BK.1 179/ MENLHK,
Ditetapan di Jalarta
TENTARG puds nggul 6 November 2023

Salinan sesusi dengan axiinga MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
Hulown, REHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

td

SITI NURBAYA

Menimbang & abwa Derdasackun Keputusan Men
759/ Kptn/Um/ 10/ 1982 e

dengan Ky am Negori:

SK.520/M

nn Midup dun Kehutanan;

n Tata Lingkungan;

smen Lingkungan Hidup dan Kebutasan,

ravins Kalimantan Tengahy

b) Sertifikat Kelompok Proklim

Lokasi proklim sesuai surat SK ditetapkan sebanyak 15 lokasi proklim yang
menjadi lokasi intervensi program RBP GCF Output 2. Sebagai bentuk
persyaratan legalitas, di periode akhir tahun 2025 baru terkumpul 12
Sertifikat Proklim dan diperiode 2026 akan dilengkapi untuk 3 sertifikat
proklim sisanya.

Sertifikat

DiBerikAN KEPADA :

KeLuraHAN KaLampangaN, KoTa PALANGKARAYA,
Provinsi KaLimanTaAN TENGAH

SEBAGA!

KATEGORI ProGraAM KampPunG IKLIM UTAaMA

YANG TELAH AKTIF MELAKUKAN AKSI ADAPTASI DAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM SECARA TERINTEGRASI
DAN MENDORONG REPLIKAS! KEGIATAN PROKLIM KE LOKASI LAIN SEHINGGA DAPAT MEMBERIKAN KONTRIBUSI TERHADAP
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DALAM MENGHADAP| PERUBAHAN IKLIM

JakarTa, 24 OkTOBER 2018
MENTERI LINGKUN UP DAN KEHUTANAN,

Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.5c,
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Sertifikat

Diberikan Kepaca :

DEsSA PARARAPAK KECAMATAN DUSUN SELATAN
KABUPATEN BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Sehagai:
LOKASI PROGRAM KAMPUNG IKLIM KATEGORI LESTARI

yang telah melaksanakan Program Kampung Iklim (Proklim) secara berkelanjutan ||

dan mereplikasi kegiatan Program Kampung [Blim (Proklim) ke lokasi lain R . d
\#\PF,
?\‘t"
'
=

hf B 4

Jakarta, 24 Oktober 2023
Menter | Hidup dan

SK Menteri Pemberian Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial

(Lokasi RHL)

Berikut adalah contoh SK Perhutanan sosial yang menjadi lokasi intervensi
RHL dimana terdapat 20 Lokasi RHL di Lahan Mineral dan 20 Lokasi RHL
di Lahan Gambut.

PR DOXINESA
EMENTINIAN LINGKENGAN HIBE P AN KEITUTANAN

MESTTERAN MESTER LINGISWEAR SBUF AR KERUTAMAN
ERPURA (oA

REPUSLIK NIONESTA ——
EMENTULLAN LINGRUNGAN HIDK P DAN K311 TANXAN —
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SK Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli API

Periode 2025, Program telah memfasilitasi pembentukan KMPA di 3 desa
yaitu Desa Mantangai Hulu, Tampelas

BERITA ACARA
BENTUKANTEN

e UNJUKAN
MASYARAKAT FEBULL AP (MFA) ANTANG PATAIR
DESA MANTANGAL LY

i, S [ea—
@ Dees Masmegai Hobs, Korumtm Musongs, Kobwgunn Kopom, (sl &bkssnsion
Poribersukon Pownishun Mocysk Pkl Apl (FA) ANTANG PATANIL) Dese Masgsi
i

Morpgs pestingra pwn seris muserkid dibas wre Pregutue den Prasigpdeegon
Ketakarsa Jiemn D Labue (Karbuebel, mnsks dbonnibih heph Musparabn Pedel Api

SUSUNAN e o
KETUA FIRAMANS VAN
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8. PADIATAPA/FPIC dan Pengumpulan Data Awal Rehabilitasi Hutan dan
Lahan (Sebagai bentuk persetujuan kegiatan dari masyarakat/penerima
manfaat)

TRENTUSUNAN RENCAMA TEIOHS RENARILITAS LAHAN GAMDUT
PADATAPA DAN PENGUMPULAN DATA AWAL PENYUSUNAN RANTEX
VENASILITAN LAMAN CAMDUT PADA LOMAS! PERNUTANAM SOSIAL
EOWILAYAM MOFH AFUAS KANAYAM a

o = WUALA KAPUAS, 15 8 WARET S0 -

2025.03.19
50 05529668743

Kecamatan Selat, Kabupat@fj Kapuas 73516
LGOI E

PADIATAPA merupakan bagian dari pemenuhan ISP 1 karena menjadi bukti
kepatuhan program terhadap ketentuan hukum, tata kelola, dan prosedur resmi
yang mengatur persetujuan masyarakat sebelum pelaksanaan kegiatan di tingkat
tapak. PADIATAPA memastikan bahwa kegiatan RHL dilaksanakan sesuai
prosedur yang sah, terdokumentasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Lemtara
dan Pemprov, memastikan setiap tahapan memperoleh legitimasi administratif dan
legal dari pemangku hak dan menyediakan dokumentasi persetujuan sebagai dasar
akuntabilitas publik dalam pelaksanaan kegiatan RHL.

Pelaksanaan PADIATAPA (Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa
Paksaan) sebagai tahap awal rencana kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
(RHL) dilakukan melalui dua tahapan, yaitu: (Tahap 1) PADIATAPA di tingkat
Wilayah UPTD KPH di hadiri oleh ketua kelompok PS, dan (Tahap 2) PADIATAPA
dilakukan di tingkat tapak yang melibatkan setiap anggota kelompok serta kepala
desa di lokasi kegiatan. Berikut adalah contoh BA PADIATAPA:

GERITA ACARA
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Rangkaian Proses Penyusunan Dokumen Rancangan Teknis RHL dan
Swakelola RHL

a) Dokumen Rancangan Teknis Rehabilitasi

Periode tahun 2025, telah selesai di fasilitasi kegiatan groundchecking dan
penyusunan dokumen Rancangan Teknis Rehabilitasi di 500 Ha Lahan
Mineral dan 500 Ha di Lahan Gambut dengan jumlah total sebanyak 20
Dokumen Rancangan Teknis RHL yang tersusun dio 20 Desa. Kegiatan
RHL dilakukan melalui Swakelola tipe IV.

%\g\!gfﬂ bpdih ‘ V4
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b) Berita Acaran dan SK Pembentukan Kelompok Pelaksana RHL di tiap
Kelompok

Q.‘ ] L JeOT

BERITA ACARA KEPUTUSAN
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SURAT KEPUTUSAN KETUA LPHD KATUNJUNG
DESA KATUNJUNG KECAMATAN MANTANGA!
NOMOR: 01/SK-LPHD/KT.NX/2025
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c) Dokumen Pengajuan Proposal RHL oleh Kelompok

Pelaksana telah melakukan fasilitasi dan pendampingan kepada kelompok
dalam penyusunan proposal Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) sebagai
bagian dari proses penjaminan kualitas perencanaan kegiatan. Proposal
tersebut mencakup informasi mengenai legalitas dan profil kelompok,
kejelasan lokasi dan status lahan dan dokumen rencana teknis kegiatan.

KSU. "PALANGKA MAS SEJAHTERA"
Sartifikasi No.6211040140046
Naror Bacan Waim - GLPAP SOXUIM-PWI007
angna - Kal RTOZ 748
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p—

JAXARTA
g

PROPOSAL

KEGIATAN REHABILITASI LAHAN MINERAL

N NA T4 K

D AJUKAR OLEN

LEMDAOA PENOELOUA HUTAN DESA (LPHO)
KOPERAS: PALANGNA MAS SEJANTERA

DESA TELUK NYATY

KECAMATAN KURUN
HABUPATEN GUNUNG MAS

TANUN 2025

10. Perekrutan Staff Penanggung Jawab Safeguard BPDLH baik di tingkat

Nasional dan Provinsi

Dalam pengelolaan Program, Lemtara

telah merekrut dan memastikan

penempatan staf safeguard memungkinkan adanya fungsi pengawasan langsung,

verifikasi dokumen, serta pemantauan

rutin terhadap pemenuhan seluruh

persyaratan perlindungan lingkungan dan sosial di setiap tahapan kegiatan.
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KEPUTUSAM KETUA YATASAN FINA WL LANITIRAN ) KEINITUSAN KETIA VAYASAN PENA 1001
02

MOMEE
TANGGAL

PENIGILOA FROYIX
RESULT RASED PAYMENT (TURF) REDUCING EMUSSIONS ¥H0M DEVORESTATION AND FOREST
DRISTATION AND FONEST DEGRADATION (REDD« ), GREEN CLINATE FUND (GO OUTIIT 3
14- 2016 PHOVINST KALIMANTAN TENGAH
WEDGORURAN DALAM TIN

Direbie Ty ogram

Di provinsi kalteng, Lemtara merekrut Staf Penanggung Jawab Safeguard di tingkat
nasional dan provinsi untuk memastikan dan memantau kepatuhan safeguard
selama implementasi Program RBP REDD+ GCF Output 2. 1 Staf safeguard di
tingkat nasional mengkoordinasikan penerapan ESMS, memeriksa kesesuaian
prosedur, dan memastikan seluruh regulasi dipatuhi, sementara staf di tingkat
provinsi melakukan monitoring lapangan, memverifikasi dokumen, dan memastikan
setiap kegiatan dilaksanakan secara terdokumentasi.

ISP 2.

Ketenagakerjaan
dan Kondisi Kerja

1. SOP Kegiatan Patroli Pengamanan dan Kebakaran Hutan dan Lahan

&

- MANUA

MENTER| LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

SRS HSEREAS == ; INDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN
BAGI SATUAN PENGAMANAN HUTAN

PERATURAN DIREKTUR IAN IKLIM

NOMOR : P.12/PPI/SET/KUM.1/12/2020

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KEGIATAN PENGENDALIAN

KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN '

]

SOP Kegiatan Patroli Pengamanan dan Kebakaran Hutan dan Lahan mengikuti
SOP resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan dan digunakan untuk
memastikan bahwa seluruh anggota patroli menerapkan praktik keselamatan kerja
serta bekerja dalam lingkungan yang sehat dan aman, sebagai bagian dari
pemenuhan ISP 2. SOP ini menjadi dasar dan panduan utama dalam menetapkan
prosedur patroli, mencakup standar keselamatan, penggunaan APD, protokol
komunikasi, langkah mitigasi risiko, dan prosedur evakuasi selama bertugas di
lapangan.
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Melalui penerapan SOP ini, pelaksana memastikan setiap personel patroli
memahami risiko, mengikuti prosedur kerja aman, dan memperoleh perlindungan
yang memadai.

Selama periode tahun 2025, tidak ditemukan pengaduan atau laporan kecelakaan
kerja dalam kegiatan patroli.

2. Dokumentasi Sort briefing dan Penggunaan perlengkapan yang
berkaitan dengan K3, diantaranya Alat Pelindung Diri (APD) saat kegiatan patroli

A 4
e RN

Penabulu dan Pemprov Kalteng aktif untuk mendorong dan memastikan bahwa
pelaksanaan patroli berlangsung aman, tertib dan sesuai prinsip K3.

Penabulu dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah secara aktif mendorong
UPTD pelaksana untuk melakukan short briefing keselamatan serta memastikan
penggunaan perlengkapan K3, termasuk Alat Pelindung Diri (APD), dalam setiap
kegiatan patroli. Melalui instruksi ini, UPTD (KPH) diwajibkan memberikan
pengarahan singkat mengenai potensi risiko, prosedur kerja aman, dan langkah
tanggap darurat sebelum patroli dimulai, serta memastikan seluruh personel
mematuhi standar penggunaan APD sebagai tindakan pencegahan kecelakaan di
lapangan.

3. Dokumentasi Kesetaraan kesempatan dan non-diskriminas (ToR
rekrutmen tenaga kerja (non-diskriminasi)

a) ToR

Dalam proses rekrutmen, pengadaan jasa, maupun pengadaan barang,
Penabulu secara aktif mencantumkan kriteria kesetaraan kesempatan dan
nondiskriminasi sebagai persyaratan utama dalam setiap dokumen ToR maupun
dokumen pengadaan. Penabulu memastikan bahwa seluruh peluang kerja dan
kesempatan berpartisipasi dalam pengadaan terbuka bagi perempuan, laki-laki,
kelompok rentan, serta individu dan pelaku usaha dari berbagai latar belakang
tanpa membedakan agama, etnis, usia, atau kondisi sosial ekonomi. Dengan
mencantumkan kriteria ini, Penabulu mendorong proses seleksi dan pengadaan
yang adil, transparan, dan inklusif, menegakkan prinsip GEDSI, serta memastikan
tidak ada bentuk diskriminasi dalam setiap tahapan rekrutmen, pengadaan jasa,
maupun pengadaan barang yang mendukung implementasi Program RBP REDD+
GCF Output 2.

Berikut adalah daftar pengadaan periode Tahun 2024 — 2025:
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- 2.1.1.1 Patroli/Pengamanan Hutan termasuk pengadaan sarana dan
Prasarana (papan himbauan dll)

- 2.1.2.3 Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian
karhutla termasuk papan peringatan

- 2.1.2.3 Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian
Karhutla termasuk papan peringatan (Drone)

- 4.1.3.1 Sosialisasi dan/atau konsultasi publik rencana pelaksanaan REDD+ di
Kalteng (Dekorasi stand dan bahan pameran)

- 41.1.2 Dukungan sarana dan prasarana operasional pokja REDD+
(Pengadaan Laptop, Komputer dan Printer)

- 2.2.3. Dukungan sarana prasarana operasional KPH dan TAHURA (HT, GPS,
paket pemadaman dan personal use baju pemadaman)

- 4.3.3.2. Bantuan sarana/prasarana pengembangan kampung iklim (viar, bak
sampah dan alat pencacah)

- Pengadaan Jasa Expert: Penyusunan Profil Kehati, RPPEG, Safeguard
REDD+, FREL, Rencana Aksi REDD+ dans Admin POKJA REDD+,

b) Publikasi dan kesempatan non diskriminasi

Dalam implementasi, Lemtara Penabulu menerapkan komitmen yang kuat
terhadap prinsip GEDSI, nondiskriminasi, dan perlindungan safeguard, termasuk
pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual, eksploitasi, pekerja anak, serta
segala bentuk perilaku tidak etis dalam lingkup kerja program. Dalam proses
rekrutmen, Penabulu membuka akses informasi secara luas melalui publikasi
lowongan di situs resmi sebagai bentuk keterbukaan, akuntabilitas, dan
kesempatan yang setara bagi seluruh pelamar tanpa membedakan gender, latar
belakang sosial, agama, ataupun kelompok rentan.

Dalam setiap Terms of Reference (ToR) pengadaan dan rekrutmen, Penabulu
secara tegas menetapkan komitmen untuk mencegah perilaku tidak diinginkan di
tempat kerja, termasuk pelecehan seksual, eksploitasi dan penyalahgunaan,
pelanggaran integritas, serta penyimpangan keuangan.

Penabulu juga memastikan perlindungan menyeluruh bagi anak-anak, remaja,
orang dewasa, dan seluruh penerima manfaat yang terlibat dalam program.

Sebagai bagian dari standar integritas organisasi, seluruh proses seleksi tenaga
kerja mewajibkan pemeriksaan latar belakang, termasuk pemeriksaan catatan
kriminal dan pengecekan keuangan terkait risiko terorisme, guna memastikan
bahwa seluruh staf yang direkrut bekerja dalam kerangka profesional, aman, dan
dapat dipercaya.

/l ENABULY FOUNDATION AID  PENASULL  BUSTIATEGS  NTERVERS) DURMNGRAW O BN =

Karir

g PENABULU , PENABULU
LOWONGAN LOWONGAN
KERJA KERJA
Admicistration Statt- Rosult Base Paymant (REF) ‘Staf Monev / Asiston Program - Result Base
Katimantan Tangsh Payment (R85 Katimantan Selstan
/‘ PENABULU / PENABULU

LOWONGAN
KERJA

S1af Procurement Nasional Progeam Rasuk-Based
Payment (ROP) REDO+

LOWONGAN
KERJA

Koordinator Keuangan Nasional Program REP
(Raaun-Daoed Payment REDD+)
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CSRO  PENABULU ISUSTRATEGIS INTERVENSI DOUKUNGKAMI Q &8 ™

Ponguminss 1, Penddican SLTASedarajat, Diploma, atsu S1;
2. Memiki pengalaman kerfa dalam mangalols keuangan proyenrogeam darl Lambaga donor, LSM, maupun banhian
pembangunan minkral 3 fahun;

3. Kemampian komunkas isan dan tulisan yang baik;
4, Momiid kstorampiian infaraks: dan kormunicas, perhatan terhadap hal et dan berintegrtas tnggt
Mamp bekerjs dalam §m maupun secara mandi, sérts depal bebesa dangan pengewasan
Informasi palamar
Jka Anda memenuhl Interia kualikast yang kami butubian dan benminat untuk melamar, silakan i formulr berlkut ini
hitps: fforms. gle/rQwVnX frPefYCTXT

+ Batas Waktu penerimaan limaran : 20 Nowvember 2025

Neai-Nilal dan Komitmen Yeyasan Penabulu

Yayasan Panabuby beckomitmen untuk mancegah segaia jenis periaky yang tidak dinginkan dl tempat ketja Ismasuk pelacshan
seksual, ekspiofiasi dan penysishgunaan, kurangnye integriies dan pelanggeran kevangan; dan berkoemitmen uriuk mempromoskan

kesejahierann anak-anak, remefa, oring dewasa, dan penenma maniaal bekerja sama dengan Yayasan Penabuly, Yayasan
Punabubs mengharapian semus staf dan sukarsiawan Uniuk berbagl komiimen inf melakd kode efflc kami. Yayasan Penabul

menempatian prioritas inggl uni memastkan bahwa harya mereka yang memiki dan menunjukkan nla-niai ciatas ustuk bekeda

bersama Yayasan Penatuiu

Semua tawaran pekeran yang dtawarkan oleh Penabulu akan didasarkan pada pemerksai penyanngan yang sesual wik
catatan kriminal don pemeriksaan kauangan lorkall cengan larcesma. Yayasan Penatulu akan meminia informasi kepada psamar
kedja melaks tempat ker2 sebelumnya fenfang taruan-temuan kekerasan ssicsual dan pelacehan seksuzl sglama bekens atay
Insiden-insiden yang sadang dsaedi Kotk pelamar meninggakan pakeraannya, dengan mengrinkan iamaran, pelamar lpish
memahami prosadur rakrubmen dan Yayassn Panabuly

Yaymean Penabuls berkomitmen untk memastitan keberagaman dan kesetaraan gender dalam organisast dan mendorang pelamar
dan barbagal latar beiakang univk metemar,

Syarat dan Ketentuan

+ Yayasan Panabubs hanya akan menghubungl kancidat yang epifh melaul smal hr@penabulu id
+ Yeyasan Panabuby tidsk memungut bisys pambayaran yang barhubungan dengan proses rekrutmen;

+ Yeyasan Penabuls bdek beriangoung jawsb ales informast paisu yang cidapatian oleh par pelasar

Yeyasan Penabula akan melakukan pemerksaan |tar belakang lerhadap kandidat yang takah malaks séuruh proses rekrutmen.

Share this entrv
Link contoh publikasi rekruitmen yang mendorong GEDSI, komitment safeguard

dan non diskriminasi: https./penabulufoundation.org/administration-staff-result-
base-payment-rbp-kalimantan-tengah/

4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang menunjukan tidak terdapat
pelibatan pekerja anak



https://penabulufoundation.org/administration-staff-result-base-payment-rbp-kalimantan-tengah/
https://penabulufoundation.org/administration-staff-result-base-payment-rbp-kalimantan-tengah/
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Dokumentasi pelaksanaan kegiatan Program RBP REDD+ GCF Output 2 pada
periode 2024—-2025 menunjukkan tidak adanya praktik maupun indikasi pelibatan
pekerja anak. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah pada periode ini masih berfokus pada penguatan Arsitektur REDD+, seperti
penyusunan regulasi, pembentukan kelembagaan, peningkatan kapasitas,
pengumpulan data, dan proses perencanaan, sehingga tidak melibatkan aktivitas
lapangan yang berpotensi memunculkan risiko keterlibatan anak.

Kegiatan aksi berbasis tapak seperti Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), Proklim,
serta dukungan ekonomi lestari yang secara inheren memiliki risiko lebih tinggi
terhadap keterlibatan pekerja anak, baru akan mulai diimplementasikan pada
periode 2026. Oleh karena itu, Lemtara penabulu dan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah akan menyiapkan langkah mitigasi risiko sejak awal tahun
2026, termasuk mekanisme verifikasi usia (KTP) dan sistem monitoring untuk
memastikan bahwa seluruh kegiatan lapangan tetap bebas dari pelibatan pekerja
anak.

5. Dokumentasi pelaksanaan sosialisasi saluran dan mekanisme
penanganan keluhan

Dalam setiap kegiatan Program RBP REDD+ GCF Output 2, Lemtara secara aktif
menyampaikan sosialisasi kanal pengaduan melalui pemaparan langsung kepada
seluruh stakeholder serta memasang banner informasi mekanisme keluhan di
lokasi kegiatan. Melalui sosialisasi ini, Lemtara memastikan bahwa seluruh pihak
yang terlibat memahami pentingnya penerapan K3, termasuk pencegahan
pelecehan dan kekerasan seksual.

Penerapan sosialisasi dan penyediaan kanal pengaduan secara konsisten ini
bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang aman, mencegah risiko kekerasan
dan pelecehan, serta menjamin ketersediaan mekanisme pelaporan yang jelas,
mudah diakses, dan responsif pada seluruh kegiatan yang melibatkan masyarakat.
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ISP 3. 1. Dokumentasi manajemen limbah domestik yang ditimbulkan atas
Efisiensi Sumber pelaksanaan kegiatan bimtek, FGD, workshop, meeting dan kegiatan
Daya dan Menjaga patroli, atau limbah lainnya sehubungan dengan pelaksanaan proyek.
Kualitas

Lingkungan Hidup

73

Q GPS Map Camera

Kecamatan Dusun Selatan, Kalimantan
1 Tengah, Indonesia ms

7vri+x46, Lembeng, Kec. Dusun Sel., Kabupaten Barito Selatan,
Kalimantan Tengah 73713, Indonesia, Kecamatan Dusun Selatan,
Kalimantan Tengah 73713, Indonesia

Lat -1.707702° Long 114.872704°

03;12(25 01:05 PM GMT +07:00

. LG \ "A ‘EGPSMapCamora.

Kecamatan Dusun Selatan, Kalimantan

! Tengah, Indonesia ms

. 7vrf+x46, Lembeng, Kec. Dusun Sel., Kabupaten Barito Selatan,
Kalimantan Tengah 73713, Indonesia, Kecamatan Dusun Selatan,
Kalimantan Tengah 73713, Indonesia
Lat -1.707873° Long 114.872911°
03/12/25 01:04 PM GMT +07:00

Implementasi kegiatan, telah menerapkan manajemen limbah domestik selama
pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan Program RBP REDD+ GCF Output 2 di
Kalimantan Tengah. Pengelolaan limbah dilakukan pada kegiatan Bimtek, FGD,
workshop dan rapat dan kegiatan lapangan lainnya untuk memastikan tidak ada
dampak negatif terhadap lingkungan.

Dalam setiap kegiatan, pelaksana memastikan tersedianya fasilitas pemilahan
sampah, jika tidak tersedia, memastikan ada trasbag atupun kardus bekas untuk
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digunakan sebagai pemilah sampah. Selain itu pada acara juga menghimbau
peserta kegiatan untuk memastikan limbah makanan, kemasan, dan sampah
anorganik dikumpulkan dan dibuang sesuai prosedur yang berlaku di lokasi
kegiatan.

Pada saat pelaksanaan briefing kegiatan patroli dan kegiatan lapangan, tim
diwajibkan membawa  kembali  seluruh  limbah  yang  dihasilkan dan
menyerahkannya ke titik pengelolaan sampah terdekat agar tidak mencemari
kawasan hutan atau area konservasi. Namun pendokumentasian masih sangat
minim dilakukan

ISP 4. Kesehatan
dan Keselamatan
Masyarakat.

1. Dokumentasi Short Briefing terkait Safety dan Tanggap Darurat,
diantaranya pengenalan lokasi, jalur evakuasi , pengenalan alat APAR,
penanganan darurat terkait medis dil.

Dalam setiap kegiatan pelibatan Masyarakat (termasuk koordinasi, PADIATAPA,
sosialisasi ProKlim, maupun BIMTEK program RBP), Pemprov Kalimantan Tengah
memberikan short briefing untuk memastikan peserta memahami prosedur
keselamatan sebelum kegiatan dimulai.

Short  briefing tersebut mencakup pengenalan lokasi  kegiatan, jalur
evakuasi, penggunaan alat pemadam api ringan (APAR), serta prosedur
penanganan darurat, termasuk pertolongan medis dasar. Pemprov memastikan
bahwa seluruh peserta kegiatan berada dalam kondisi aman, mengetahui tindakan
darurat yang harus dilakukan, dan terlindungi dari risiko kesehatan maupun
keselamatan selama kegiatan berlangsung.

a GPS Map Camera

5 o

Kecamatan Jekan Raya, Kali...

% JI. Menteng | No.6, Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota
"Ej; Palangka Raya, Kalimantan Tengah 74874, Indonesia,

o) o i g Kecamatan Jekan Raya, Kalimantan Tengah 74874,
"Google=® "= Indonesia

Video pemaparan sort briefing: hitps://drive.google.com/file/d/1TIuLOuwU-
oxUK2uly6K-0K4c99n4zDJ2/view?usp=share_link

ISP 5.
Pembebasan
Lahan, Rencana
Pemukiman
Kembali dan
Pembatasan
Penggunaan Lahan

Pada periode tahun 2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah masih berfokus
pada penguatan Arsitektur REDD+ di tingkat provinsi sehingga belum terdapat
kegiatan aksi yang berpotensi memicu pembebasan lahan, pemukiman kembali,
ataupun pembatasan penggunaan lahan sebagaimana diatur dalam ISP 5.

Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) sebagai aktivitas utama yang
berpotensi bersinggungan dengan isu ISP 5 masih berada pada tahap awal, yaitu



https://drive.google.com/file/d/1TIuLOuwU-oxUK2uly6K-oK4c99n4zDJ2/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1TIuLOuwU-oxUK2uly6K-oK4c99n4zDJ2/view?usp=share_link
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proses PADIATAPA dan penyusunan Rencana Teknis (Rantek). Pada tahap ini,
kelompok perhutanan sosial (PS) dan pemerintah desa sedang
menyiapkan dokumen persetujuan lahan yang menjadi dasar legal pelaksanaan
RHL. Dokumen tersebut masih dalam proses finalisasi dan disusun secara paralel
dengan Rantek untuk memastikan bahwa seluruh lokasi intervensi memiliki status
lahan yang jelas, disetujui secara sah oleh pemangku hak, dan tidak menimbulkan
risiko pembebasan lahan ataupun pembatasan hak masyarakat.

ISP 6. Konservasi
Keanekaragaman
Hayati dan
Pengelolaan
Sumber Daya Alam
Hayati Yang
Berkelanjutan

1. Dokumen Profil Kehati (Sebagai dasar penilaian risiko, penyusunan langkah
mitigasi, dan perencanaan kegiatan (termasuk RHL, patroli, dan penguatan
tata kelola kawasan), agar tidak menimbulkan kerusakan keanekaragaman
hayati di lokasi intervensi.

Dokumen Profil Kehati merupakan instrumen awal untuk memenuhi ISP 6 tentang
Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati
yang Berkelanjutan, yang mewajibkan program mengidentifikasi, melindungi, dan
mengelola potensi dampak terhadap flora, fauna, dan ekosistem.

Melalui Profil Kehati, program dapat mengidentifikasi spesies kunci, kondisi habitat,
dan area sensitif di lokasi kegiatan. Informasi ini menjadi dasar penilaian risiko,
penyusunan langkah mitigasi, dan perencanaan kegiatan (termasuk RHL, patroli,
dan penguatan tata kelola kawasan), agar tidak menimbulkan kerusakan
keanekaragaman hayati di lokasi intervensi.

Saat ini sudah terdapat 11 profil kehati tingkat kabupaten dan 1 tingkat provinsi:

a) Barito Utara
b) Kapuas
PROFIL k c) Kotawaringin Timur

KEANEKARAGAMANSS IRERUAWAE

HAYATI ~#+ f) Lamandau
2 g) Kotawaringin Barat
h) Kota Palangkaraya
i)  Barito Timur
j)  Pulang Pisau
k) Sukamara
[) Katingan
m) Provinsi Kalimantan Tengah

Dokumen Profil untuk Kab gunung mas
dan Barito Selatan masih dalam proses
finalisasi yang akan di laporkan pada
tahun 2026.

2. Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (RIPK)
merupakan instrumen perencanaan strategis yang memandu upaya perlindungan,
pemulihan, dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati di tingkat
daerah. Dokumen ini memberikan kerangka kebijakan, prioritas konservasi, zonasi,
serta arah pengelolaan spesies kunci dan ekosistem penting yang perlu dijaga
dalam setiap pelaksanaan program laksi iklim. Berikut dokumen rencana Induk
yang terkumpul:
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% PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
= s DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

a) Seruyan

b) Kapuas

c) Katingan

d) Kotawaringin Timur

e) 4 dokumen rencana induk masih
dalam proses penyusunan
(Kobar, lamandau, murung raya,
palangkaraya)

f) 6 dokumen induk masih dalam
proses review

g) 1 dokumen induk provinsi kalteng
dalam proses review

LAPORAN PENDAHULUAN

RENCANA INDUK PENGELOLAAN
KEANEKARAGAMAN HAYATI

KABUPATEN SERUYAN

RIPK kemudian disinkronkan
dengan Profil Keanekaragaman
Hayati yang berisi data rinci mengenai
kondisi flora, fauna, habitat penting,
area sensitif, serta potensi risiko
ekologis di lokasi target program.

Integrasi  kedua  dokumen  ini
memastikan bahwa setiap intervensi
program RBP GCF termasuk kegiatan RHL, patroli, Proklim, dan penguatan tata
kelola kawasan memiliki dasar ilmiah dan perencanaan yang kuat untuk
menghindari dampak negatif terhadap ekosistem.

3. Dokumen Inventarisasi Potensi Kawasan Tahura Isen Mulang Sebangau
Berkah

Dokumen Inventarisasi Potensi
Kawasan Tahura Isen Mulang

LAPORAN
Sebangau Berkah merupakan

INVENTARISAS| POTENSI KAWASAN DI TAHURA ISEN instrumen kunci o . yang
ok menggambarkan  kondisi  biofisik,
ekologis, dan sosial kawasan

konservasi secara

komprehensif. Dokumen ini memuat
identifikasi jenis flora dan fauna, status
spesies  dilindungi, karakteristik
habitat, kondisi tutupan lahan, fungsi
ekosistem, serta potensi ancaman dan

— tekanan di dalam kawasan.
o g
3. SATYA NUGRAHA PERNADY, S Hut . . . .
4. NURWAGHO WAHYUDI S ot Informasi yang dihimpun melalui
Pt inventarisasi menjadi dasar bagi

pengelola Tahura untuk menetapkan
prioritas  konservasi, menentukan
zonasi pengelolaan, dan merancang
intervensi yang aman bagi ekosistem,
termasuk kegiatan patroli, penguatan
kelembagaan, edukasi lingkungan,
dan rehabilitasi ekosistem.

Inventarisasi ini juga memastikan bahwa setiap pelaksanaan kegiatan dalam
Program RBP REDD+ GCF Output 2 di Tahura seperti patroli, penguatan
kelembagaan, penyusunan rencana kerja, hingga kegiatan berbasis tapak
dilakukan dengan mempertimbangkan keberadaan spesies sensitif, area bernilai
konservasi tinggi, serta potensi risiko ekologis yang perlu dihindari.
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(RPPEG) Barito Selatan

sl PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

RENCANAVRERRUINDUNGAN DAN
RENGEIOUAN EKOSISTEM GAMBUT

Buntok, 2025

Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

Dokumen ini menjadi rujukan utama
untuk memastikan bahwa seluruh
kegiatan program dilakukan sesuai
karakteristik ekologis gambut,
menjaga fungsi hidrologis, serta
melindungi flora dan fauna khas
ekosistem gambut.

Dengan menggunakan RPPEG
sebagai dasar perencanaan dan
pengambilan keputusan, pelaksana
program secara aktif mengidentifikasi
area bernilai konservasi tinggi,
menetapkan batasan aktivitas yang
aman, serta menyusun langkah
mitigasi untuk mencegah degradasi
gambut. Kegiatan seperti patroli,
pengelolaan hidrologi, dan rehabilitasi
dilakukan sesuai arahan RPPEG agar
tidak merusak struktur gambut, tidak
mengganggu habitat satwa liar, dan
tetap menjaga fungsi ekosistem
secara berkelanjutan.

Dokumentasi Mitigasi Upaya Konservasi Keanekaragaman Hayati dan

Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati Yang Berkelanjutan (melalui
pemasangan papan himbauan di beberapa titik rawan)

% STOPI!

1. SENGAJA : PENJARA PALING LAMA 15T)
2, KELALAIAN : PENJARA PALING LAMA

( UNDANG - UNDANG NO.14 TAHUN
UNDANG - UNDANG Nomor & 15

a5 gk
YVEQIO#
Program R8P REDD+ GCF Ourput 2
Provinsi Kelimontan Tengeh

KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
" MEMBAKAR HUTAN DAN LAHAN SANGAT MERUGIKAN KITA SENUA™
ANCAMAN PIDANA DAN DENDA BAGI PELAKU :

RIAU DENDA Rp. 7,5 MILIAR
DENDA Rp. 3.5 MILIAR

KEHUTANAN jo
Jgsal 78)

Program RBP REDD+ yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah memasang 150 plang imbauan di 59 desa rawan kebakaran dan aktivitas
perambahan sebagai langkah mitigasi untuk melindungi keanekaragaman hayati.
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ANDA MEMASUKI Sy

KAWASAN HUTAN LINDUNG
DILARANG ;"-m

1 Wm”“wm

+ smon )

A LV ARNG 0.5 118 B

Sy Rl e g 0 Y et et T3
o YO B, wimn

upaian Pulang Pisau
Ralimtuilan Tengah |
LoAlGnd G655
Spaadd

Larangan perburuan satwa

liar secara langsung melindungi
satwa liar (kategori perlindungan
spesies dan habitat)

Larangan penebangan mencegah
kerusakan tutupan hutan
(perlindungan ekosistem dan fungsi
ekologis)

Imbauan kebakaran

hutan mencegah kerusakan
ekosistem, hilangnya habitat, dan
risiko terhadap flora-fauna (bagian
dari upaya menjaga keanekaragaman
hayati)

Upaya ini memperkuat upaya pengawasan
lapangan serta meningkatkan kesadaran
masyarakat.

ISP 7.
Perlindungan dan
Partisipasi/
Pelibatan
Masyarakat Hukum
Adat

ISP 8.
Perlindungan
Warisan Budaya

ISP 9. Komitmen
Lingkungan dan
Sosial Bagi
Lembaga Penyalur

ISP 10. Pelibatan
Para Pemangku
Kepentingan dan
Pengungkapan
Informasi

1.

Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Kegiatan kepada stakeholder dan

atau penerima manfaat tigkat tapak.

= Kecamatan Selat, Kalimantan Tengah,
m Indonesia ms

293m+4wh, JI. Manunggal |, Selat Tengah, Kec. Selat, Kabupaten

Kapuas, Kalimantan Tengah 73516, Indonesia, Kecamatan Selat,
Kalimantan Tengah 73516, Indonesia

Lat -2.997045° Long 114
16/10/25 09:32 AM GMT

.384838°
+07:00
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~ ) sielimantan Tengah
_#KonsultasiPublik Penyusupan FREL/FRIs Provinsi Kalimantan Tengah

Kegiatan sosialisasi di desain program, merupakan bentuk pmenuhan prinsip
safeguard BPDLH terkait keterbukaan informasi proyek. Pelaksana program
memastikan bahwa seluruh rencana kegiatan dikomunikasikan secara terbuka
kepada pemangku kepentingan melalui sosialisasi dan pertemuan koordinasi.
Langkah ini dilakukan untuk menjamin bahwa masyarakat, pemerintah desa,
kelompok pengelola kawasan dan pihak terkait lainnya yang menjadi target
program memahami tujuan, ruang lingkup, manfaat, serta potensi dampak kegiatan
sebelum implementasi dimulai. Program memastikan bahwa pemangku
kepentingan dapat memberikan masukan, berpartisipasi secara bermakna, dan
terlibat sejak tahap awal pelaksanaan kegiatan.

Berikut merupakan kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan sebelum
implementasi:

a) 4.1.3.2. Koordinasi dan konsultasi daerah terkait kelembagaan REDD+ di
Kalimantan Tengah (20 November 2024, Rancangan Kegiatan Pokja
REDD+ Provinsi Kalteng)

b) 1.1.2.1. Penyusunan Rencana Teknis Rehabilitasi Lahan Gambut
(PADIATAPA/FPIC Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan sebagai bentuk
pelibatan para pemangku kepentingan dan pengungkapan informasi
kebutuhan data awal penyusunan rancangan teknis RHL)

c) 4.3.1. Sosialisasi program Kampung Iklim (13-14 Maret 2025, 20-21 Maret
2025, 7 Mei 2025 dan 25 September 2025), Mensosialisasikan Program
Kampung iklim dengan tingkatan status dan indikator capaian dari masing-
masing tingkatan kepada para pihak dan Mendorong Kolaborasi antara
pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam mendukung
ProKlim)

d) 4.1.3.1. Sosialisasi dan/atau konsultasi publik rencana pelaksanaan
REDD+ Kalteng (17-23 Mei 2025, mengikuti pameran tersebut guna
mempromosikan dan mensosialisasikan program REDD+ di Kalimantan
Tengah)

e) 4.2.1.1. Konsultasi publik penyusunan FREL/FRL (25 Juli 2025, Konsultasi
publik penyusunan FREL/FRL ini bertujuan memperoleh keselarasan
pandangan serta validasi teknis dari berbagai pihak terkait, sehingga
dokumen FREL/FRL Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan kondisi riil di
lapangan dan selaras dengan kebijakan nasional)

f) 4.2.2.6. Konsultasi Publik Draft Renstra REDD+ (14 Agustus 2025,
Konsultasi Publik Draft Renstra REDD+ bertujuan untuk menyosialisasikan isi
dan substansi Draft Renstra REDD+ kepada pemangku kepentingan di
berbagai level (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan NGO)
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2. Daftar Stakeholder yang terlibat dalam kegiatan

Daftar stakeholder rinci, disajikan di Lampiran 1. Stakeholder yang terlibat dan
peran masing-masing dalam implementasi program

3. Publikasi Implementasi Program

Daftar Publikasi rinci, disajikan di Lampiran 2. Daftar publikasi program
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ISP 12. Kualitas
Sosial Masyarakat,
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Pelaksana program (OPD dan UPTD) secara konsisten menyediakan akses
informasi yang setara, membuka kesempatan yang adil dalam pengambilan
keputusan, serta memastikan pelibatan langsung perempuan dalam kegiatan
teknis dan operasional di lapangan (mulai dari koordinasi, sosialisasi, FGD, hingga
Bimtek)




ISP Deskripsi Kepatuhan

Pada periode pelaksanaan 2024—-2025, jumlah peserta perempuan mencapai 722
orang dibanding 2.420 laki-laki, sehingga tingkat keterlibatan perempuan berada
pada kisaran 29,8% dari total peserta. Proporsi ini masih lebih rendah dibandingkan
laki-laki karena sebagian besar kegiatan REDD+ pada periode ini masih berfokus
pada arsitektur REDD+, yang banyak melibatkan perangkat teknis pemerintah,
pengelola kawasan, dan UPTD sektor yang masih didominasi tenaga kerja laki-laki.
Selain itu, beberapa kegiatan teknis seperti patroli, pemetaan, atau kerja lapangan
juga cenderung memiliki representasi perempuan yang lebih sedikit akibat
keterbatasan jumlah personel perempuan.

Berikut rincian data terpilah gender periode impelementasi tahun 2024-2025:

Ketercapaian Seluruh Aktivitas

[Count of Status | it of Status |
Status vl

mBalum Terlaksina
62,37% .
= On Going

wercapal

Jumlah Gender Untuk Pekerjaan
Sum of Kumufatif Total Men |Sum of Kumulatf Total Women |

|Values

® Sum of Kumulatif Total Men
2420 ,m of Kumulatif Total Wo

Nama Kegiatan Laki - Laki Perempuan Persentase
1.1.1.1. Penyusunan Rencana Teknis Rehabilitasi Hutan 431 64 15%
dan Lahan
1.1.2.1. Penyusunan Rencana Teknis Rehabilitasi Lahan 270 45 17%
Gambut
1.2.1.1. Fasilitasi penyusunan Profil Keanekaragaman 15 10 679%
Hayati Tingkat Provinsi/Kabupaten 0
1.2.2.1 Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengelolaan 47 57 57%

KEHATI tingkat Provinsi/Kabupaten

2.1.1.1.1. Patroli/Pengamanan Hutan termasuk
pengadaan sarana dan Prasarana (papan 65 19 29%
himbauan dll) - Patroli

2.1.1.2. Penyusunan laporan perlindungan dan

34 11 32%
pengamanan hutan
2.1.2.1. Fasilitasi pembentukan/Penguatan kelompok o
Al 161 7 4%
masyarakat peduli api
2.1.2.2. Pelatihan pecegahan dan penanggulanan 161 7 49
bahaya kebakaran hutan dan lahan 0
2.2.1.1. Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengelolaan 18 ” 11%
Hutan KPH dan TAHURA - Pengumpulan data °
2.2.1.2. Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengelolaan 2 0 0%

Hutan KPH dan TAHURA - Supervisi ke KLHK

2.2.1.3. Fasilitasi P3nyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan KPH dan TAHURA - Supervisi ke KLHK - 84 19 23%
Dokumen RPHJP

4.1.1.1. FGD Mekanisme kerja Rencana Kerja Pokja

0,
REDD+ Kalteng 101 32 32%

4.1.2.1. Pelatihan dan/atau bimbingan teknis o
perencanaan implementas REDD+ 72 37 51%
4.1.2.2. Studi banding Pemprov Kalteng ke Provinsi 25 21 84%

Jambi untuk pembelajaran pelaksanaan




Nama Kegiatan Laki - Laki Perempuan Persentase
Biocarbon Fund dan Provinsi kaltim untuk
pembelajaran FCPF
4.1.3.2. Koordinasi dan konsultasi daerah terkait 7 5 719%
kelembagaan REDD+ di Kalimantan Tengah 0
4.1.3.3. Koordinasi dan konsultasi dengan para pihak 80 27 349
terkait rencana hasil implementasi REDD+ 0
4.2.1.1. Konsultasi publik penyusunan FREL/FRL 63 26 41%
4.2.1.4. FGD Penyusunan FREL/FRL 106 49 46%
4.2.1.5. Konsultasi dengan KLHK dan Kemendagri terkait 7 6 86%
FREL/FRL Prov Kalteng °
4.2.2.2. Pelatihan dan / atau Bimtek penyusunan renstra o
dan aksi strategi REDD+ 50 20 40%
4.2.2.3. Penyusunan renstra dan aksi strategi REDD+ 92 45 49%
4.2.2.6. Konsultasi Publik Draft Renstra REDD+ 68 28 41%
4.2.3.1. Persiapan pelaksanaan penyusunan MRV 24 4 17%
4.2.5.1. FGD Persiapan Penyusunan Safegurad REDD+ o
tingkat Provinsi Kalteng 68 54 8%
4.2.6.1. Bimtek inventarisasi GRK di 5 sektor 35 32 91%
4.3.1.1. Sosialisasi program Kampung Iklim 170 74 44%
4.3.3.1. Penmgkatan_kapasﬂas masyarakat dalam 17 5 29%
Kampung Iklim
4.3.3.2. Bantuan sgrgna/prasarana pengembangan 27 6 299,
kampung iklim
4.3.4.1 Plslrir::ntauan dan Monitoring program Kampung 23 5 200,
TOTAL 2.420 722 29,8%




LAMPIRAN -

LAMPIRAN

Lampiran 1. Stakeholder yang terlibat dan peran masing-masing dalam implementasi program

KEGIATAN

STAKEHOLDER TERLIBAT

PERAN

Lahan Gambut

1.1.11. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Pelaksana dan penerima manfaat,
Penyusunan Tengah pimpinan rapat koordinasi, tuan rumah
Rencana Teknis kegiatan sosialisasi/Bimtek.
Rehabilitasi KPH dibawah lingkup Dinas Pelaksana lapangan, koordinator kegiatan
Hutan dan Kehutanan Provinsi Kalimantan RHL dan pendamping PS di wilayah kerja.
Lahan Kelompok Pengelola Persetujuan Pemegang ijin, pelaksana dan penerima

PS di Wilayah KPHP: manfaat

Koperasi Harapan Abadi — Desa

Pantai Harapan

Kelompok Tani (Poktan) Eka Hapakat

— Desa Keruing

Poktan Hatantiring — Desa Keruing

Poktan Bersama Mandiri — Desa

Pundu

Poktan Mitra Usaha — Desa Selucing

KTH Jirak Sepakat Jaya — Desa Bukit

Batu

KTH Djapang Harapan Baru — Desa

Biru Maju

KTH Tani Maju — Desa Karang Sari

Poktan Harapan Abadi — Desa Pantai

Harapan

BPSKL Wilayah Kalimantan Narasumber dalam Bimtek dan

pendamping kebijakan Perhutanan Sosial.

1.1.21. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan
Penyusunan Tengah Pelaksana kegiatan, koordinator teknis
Rencana Teknis | Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Mitra teknis dan penyedia data/perspektif
Rehabilitasi Kalimantan Tengah lingkungan.

KPHL Kapuas — Kahayan

House kegiatan, pelaksana teknis tapak,
informan lapangan.

Kelompok Pengelola Izin Perhutanan
Sosial di Wilayah KPHL Kapuas—
Kahayan

Partisipan kegiatan, informan pengelolaan
kawasan, penerima manfaat program.

1.2.1. Fasilitasi
penyusunan
Profil
Keanekaragama
n Hayati Tingkat
Provinsi/Kabupa
ten

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Kalimantan Tengah

Koordinator isu lingkungan, penyedia data,
dan fasilitator kebijakan provinsi.

Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (BAPPERIDA) Provinsi
Kalimantan Tengah

Sinkronisasi perencanaan program,
penguatan kebijakan, dan integrasi ke
dokumen perencanaan daerah.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
(Gunung Mas, Barito Selatan)

Pelaksana teknis di kabupaten, penyedia
data lapangan, dan verifikasi kondisi
lingkungan.

BAPPERIDA Kabupate (Gunung Mas,
Barito Selatan)

Penyelarasan rencana program dengan
rencana pembangunan kabupaten serta
dukungan koordinasi lintas sektor.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam
(BKSDA) Kalimantan Tengah

Pengelolaan kawasan konservasi,
perlindungan keanekaragaman hayati, dan
pemberian rekomendasi teknis.

Perwakilan KPH (Kesatuan
Pengelolaan Hutan)

Pelaksana teknis di tingkat tapak, informan
kondisi kawasan, dan fasilitator
implementasi program

2.1.1.1.
Patroli/Pengama
nan Hutan
termasuk
pengadaan
sarana dan

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan
Tengah

Penerima manfaat, penanggung jawab
program, dan pelaksana utama kegiatan
patroli pengamanan hutan di tingkat
provinsi.

KPHP Kahayan Hulu

Pelaksana patroli dan penyedia laporan
teknis pengamanan hutan.




KEGIATAN

Prasarana

(papan
himbauan dll)

STAKEHOLDER TERLIBAT
KPHL Kapuas Kahayan

PERAN

Pelaksana patroli, identifikasi potensi
gangguan hutan, dan mitigasi risiko di
lapangan.

KPHL Gerbang Barito

Pelaksana patroli, identifikasi potensi
gangguan hutan, dan mitigasi risiko di
lapangan.

KPHP Barito Hilir

Pelaksana patroli, identifikasi potensi
gangguan hutan, dan mitigasi risiko di
lapangan.

21.21. Pemerintah dan masyarakat desa Penerima manfaat dan pelaksana utama
Fasilitasi Katimpun, Desa Katunjung, Desa kegiatan
pembentukan/P | Mantangai Hulu, Desa Petak Puti,
enguatan Desa Tambak Bajai, Desa Terusan
kelompok Raya
masyarakat Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan | Penerima manfaat, penanggung jawab
peduli api Tengah program, dan pelaksana utama kegiatan
2.1.2.2. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sebagai instansi teknis yang mendukung
Pelatihan Kalimantan Tengah pemantauan dan mitigasi risiko kebakaran.
pencegahan - — - -
dan _III_)lnas Eehutanan Provinsi Kalimantan | Sebagai pela_ksang utama p()jatlr_oll dan
enga penanggung jawab pengendalian
ﬁebnaahnagy%ulanga kebqka_ran hutan dan lahan di tingkat
kebakaran _ . provinsi. —
hutan dan Tim Serbu Api Kelurahan (TSAK) Sebagai tim respons cepat di tingkat
lahan kelurahan untuk melakukan deteksi dini
dan penanganan awal karhutla
Babinsa dan Bhabinkamtibmas Sebagai unsur keamanan yang membantu
pengawasan lapangan, sosialisasi
pencegahan, dan dukungan mitigasi risiko
kebakaran
2.2.1. Fasilitasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan
Penyusunan Tengah ((Bidang TAHURA, Bidang
Rencana PSDA)
Pengelolaan WWF Kalteng Turut mendukung berdasarkan Perjanjian
Hutan KPH dan Kerjasama dengan Dishut Kalteng untuk
TAHURA penguatan TAHURA
Masyarakat Wilayah Desa Paduran Masyarakat terdampak/terlibat dalam
Sebangau survei dan penyusunan rencana
pengelolaan
KPHL/KPHP se-Provinsi Kalimantan Peserta Bimtek penyusunan RPHJP
Tengah
Balai Pengelolaan Hutan Lestari Peserta dan pendukung teknis RPHJP
(BPHL)
Balai Konservasi Sumber Daya Alam Pendukung teknis penyusunan RPHJP
(BKSDA) Kalimantan Tengah
Direktorat Bina Rencana Narasumber Bimtek terkait penyusunan
Pemanfaatan Hutan dan penilaian RPHJP
Ditien Kementrian Kehutanan Narasumber Bimtek terkait penyusunan
dan penilaian RPHJP
41.11.FGD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Peserta FGD dan kontributor penyusunan
Mekanisme Kalimantan Tengah mekanisme kerja Pokja REDD+

kerja Rencana
Kerja Pokja
REDD+ Kalten

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan
Tengah

Peserta FGD dan penanggung jawab
teknis pembahasan format SK dan
personalia sekretariat Pokja REDD+

Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah

Peserta FGD dan pemberi masukan
perencanaan regional terkait fungsi Pokja
REDD+

41.21.
Pelatihan

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Kalimantan Tengah

House, penerima manfaat dan pelaksana
kegiatan.




KEGIATAN
dan/atau

STAKEHOLDER TERLIBAT
Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim

PERAN
Narasumber teknis untuk penyusunan

pembelajaran
pelaksanaan
Biocarbon Fund
dan Provinsi
kaltim untuk
pembelajaran
FCP

bimbingan KLHK rencana kerja POKJA REDD+
teknis Mitra pembangunan dan organisasi Peserta dan kontributor
perencanaan masyarakat (Fakultas Kehutanan

implementasi Universitas Palangka Raya (unsur

REDD+ akademisi), Yayasan Penabulu, WWF

Indonesia, Yayasan Tambuhak Sinta,

GGl dan GIZ)

POKJA REDD+ Kalteng House, penerima manfaat dan pelaksana
kegiatan.

Bappedalitbang Peserta kegiatan, Penyelarasan rencana
program dengan rencana pembangunan
serta dukungan koordinasi lintas sektor.

4.1.2.2. Studi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Peserta kegiatan
banding Kalimantan Tengah

Pemprov Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Peserta kegiatan
Kalteng ke Tengah

Provinsi Jambi BAPPERIDA Provinsi Kalimantan Peserta kegiatan
untuk Tengah

Dinas Kehutanan dan Lingkungan
Hidup Provinsi Kalimantan Barat

Narasumber kegiatan

Pokja REDD+ Kalimantan Barat

Narasumber kegiatan

Yayasan Penabulu

Peserta kegiatan

Yayasan Bentang

Narasumber kegiatan

4.1.3.2.
Koordinasi dan
konsultasi
daerah terkait
kelembagaan

pedalitbang Provinsi Kalimantan
Tengah

Peserta diskusi dan pelaksana rapat awal
penyusunan arsitektur REDD+

Balai PPI Kalimantan

Peserta rapat dan kontributor teknis
penyusunan rancangan kegiatan Pokja
REDD+

REDD+ di Biro Perekonomian Setda Provinsi Peserta rapat dan pemberi masukan
Kalimantan Kalimantan Tengah perencanaan lintas sektor
Tengah Dinas PMD Provinsi Kalimantan Peserta rapat dan kontributor aspek
Tengah pemberdayaan masyarakat
PPIB Universitas Palangka Raya Peserta rapat dan penyedia masukan
akademis
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan OPD terkait, peserta rapat dan kontributor
Tengah penyusunan arsitektur REDD+
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi OPD terkait, peserta rapat dan penyedia
Kalimantan Tengah masukan teknis lingkungan
Konsultan Peserta diskusi dan penyedia dukungan
teknis penyusunan rancangan kegiatan
Praktisi Peserta diskusi dan penyedia pandangan
teknis lapangan
BAPPERIDA Provinsi Kalimantan Pelaksana rapat awal persiapan
Tengah penyusunan arsitektur REDD+
4.1.3.3. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) | Penyusun dokumen SIS-REDD+ kedua
Koordinasi dan | / KLHK dan penyedia kerangka acuan arsitektur
konsultasi REDD+ sesuai Cancun Agreement
dengan para Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah | Pelaksana kegiatan koordinasi dan
pihak terkait konsultasi penyusunan rencana aksi
rencana hasil implementasi REDD+
implementasi Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim Narasumber teknis terkait strategi,
REDD+ (MPI) — KLHK arsitektur REDD+, dan penyelarasan

kebijakan nasional—provinsi

BPDLH

Narasumber teknis terkait pendanaan,
safeguard, dan implementasi program RBP
REDD+




KEGIATAN

STAKEHOLDER TERLIBAT

Pokja REDD+ Provinsi Kalimantan
Tengah

PERAN

Peserta dan kontributor dalam
pembahasan rencana aksi implementasi
REDD+

dengan KLHK
dan Kemendagri
terkait
FREL/FRL Prov

4.2.1.2. Direktorat IGRK KLHK Narasumber: Pengembangan FREL dan
Pelatihan pengukuran kinerja REDD+
dan/atau Universitas Kyoto Narasumber: Cetak biru FREL Provinsi
bimbingan Kalimantan Tengah
teknis Universitas Palangka Raya Narasumber: Struktur FRL dan sistematika
penyusunan perhitungan
FREL/FRL Universitas Palangka Raya Narasumber: Isu deforestasi dan degradasi
hutan
Narasumber: Diskursus kebakaran hutan
dan lahan di Kalteng
Praktisi Narasumber: Penyampaian data dasar
dalam penyusunan FRL
BAPPERIDA Provinsi Kalimantan Peserta dan koordinator kegiatan
Tengah konsultasi teknis
Peserta dan kontributor akademis
Pokja REDD+ Kalimantan Tengah Peserta dan penyedia masukan teknis
provinsi
Perwakilan Dinas Kehutanan dan Peserta dan pendukung teknis
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi implementasi REDD+
Kalimantan Tengah
Perwakilan KPH se-Provinsi Peserta dan penyampai informasi kondisi
Kalimantan Tengah tapak
Perwakilan Mitra Pembangunan Peserta dan mitra pendukung penguatan
Provinsi Kalimantan Tengah teknis REDD+
Praktisi/Pakar REDD+ Peserta dan pemberi masukan teknis ahli
4.21.5. Tim Pokja REDD+ Kalimantan Tengah | Peserta dan kontributor utama dalam
Konsultasi pembahasan teknis REDD+ provinsi

Ketua Pokja IGRK & MRV —
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

Narasumber teknis dan pemberi arahan
terkait IGRK, MRV, dan sinkronisasi
kebijakan nasional—provinsi

dengan KLHK
dan Kemendagri
terkait
FREL/FRL Prov
Kalteng

Kalteng
4.2.1.5. APPERIDA Provinsi Kalimantan Peserta kegiatan dan koordinator
Konsultasi Tengah penyelarasan perencanaan program

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan
Tengah

Peserta dan penyedia masukan teknis
sektor kehutanan

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Kalimantan Tengah

Peserta dan penyedia masukan teknis
lingkungan

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan
Tengah

Peserta dan kontributor isu penggunaan
lahan dan komoditas perkebunan

KPH se-Provinsi Kalimantan Tengah

Peserta dan informan kondisi pengelolaan
hutan di tingkat tapak

Akademisi — Universitas Palangka
Raya

Peserta dan kontributor kajian ilmiah
REDD+

Mitra Pembangunan Provinsi
Kalimantan Tengah

Peserta dan pendukung teknis
implementasi program REDD+

4.2.3.1.
Persiapan
Penyusunan MR

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan
Tengah

Peserta dan penyedia masukan teknis
kehutanan

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Kalimantan Tengah

Peserta dan penyedia masukan teknis
lingkungan

Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah
(BAPPERIDA)

Peserta dan koordinator penyelarasan
perencanaan daerah

Akademisi — Universitas Palangka
Raya

Peserta dan kontributor ilmiah dalam
pembahasan MRV dan REDD+




KEGIATAN

STAKEHOLDER TERLIBAT
Praktisi dan Pakar MRV Nasional

PERAN

Narasumber teknis dan penyedia masukan
ahli MRV

4251.FGD
Persiapan
Penyusunan
Safeguard
REDD+ tingkat
Provinsi Kalteng

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Kalimantan Tengah

Pelaksana kegiatan sekaligus partisipan
FGD

Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah

Partisipan dan penyedia masukan
perencanaan

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan
Tengah

Partisipan dan kontributor teknis sektor
kehutanan

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Aceh

Narasumber berbagi pengalaman
implementasi safeguard REDD+

Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

Narasumber teknis penyusunan dan
harmonisasi kebijakan safeguard

Pokja REDD Kalten

Pelaksana kegiatan sekaligus partisipan
FGD

4.2.6.1. Bimtek
inventarisasi
GRK di 5 sektor

inas Lingkungan Hidup Provinsi
Kalimantan Tengah

Host dan pelaksana kegiatan Bimtek

Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota se-Provinsi
Kalimantan Tengah

Partisipan Bimtek dan penerima manfaat
teknis inventarisasi GRK

Balai Pengendalian Perubahan Iklim
(PPI) Wilayah Kalimantan

Narasumber teknis dalam inventarisasi
GRK 5 sektor

4.3.11.
Peningkatan
kapasitas
masyarakat
dalam Kampung
IKlim

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Kalimantan Tengah

Tuan rumah dan pelaksana kegiatan
sosialisasi

Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota se-Provinsi
Kalimantan Tengah

Peserta dan penerima informasi teknis
ProKlim

Kelompok Masyarakat/Kelompok
Kampung Iklim

Peserta dan penerima manfaat sosialisasi

Desa-Desa ProKlim di Kabupaten
Kotawaringin Barat

Peserta dan lokasi sasaran sosialisasi

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Kotawaringin Barat

Peserta dan pendukung teknis di tingkat
kabupaten

Tim Pelaksana Dinas Lingkungan
Hidup Provinsi Kalimantan Tengah

Pelaksana lapangan dan fasilitator
sosialisasi

Direktorat Adaptasi Perubahan lklim
(KLHK)

Narasumber teknis Program Kampung
Iklim

4.3.31.
Peningkatan
kapasitas
masyarakat
dalam Kampung
IKlim

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Kalimantan Tengah

Pelaksana kegiatan sekaligus peserta studi
banding

Perwakilan Desa/Kelompok Kampung
Iklim Provinsi Kalimantan Tengah

Peserta studi banding dan penerima
pembelajaran

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Buleleng

Narasumber dan penyedia informasi praktik
baik ProKlim

Desa/Kelompok Kampung lklim
dampingan DLH Kabupaten Buleleng

Narasumber dan lokasi pembelajaran
lapangan

4.3.41.
Pemantauan
dan Monitoring
program
Kampung Iklim

Dinas Lingkungan Hidup Pov Kalteng

pelaksanaan monitoring




Lampiran 2. Daftar publikasi program

. . Kategori . Tanggal
Provinsi " gorita  Media Publikasi
Kalteng | Artikel Media Workshop 3 Oktober | https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/45026/dIh-prov-kalteng-laksanakan-workshop-
online Implementasi | 2024 persiapan-implementasi-program-rbp-gcf-output-2-provinsi-kalimantan-tengah
Program RBP
GCF Output
Kalteng | Artikel Media Workshop 3 Oktober | https://dishut.kalteng.go.id/berita/read/163/workshop-persiapan-implementasi-rbp-
online Implementasi | 2024 gcf-output-ii-provinsi-kalimantan-tengah
Program RBP
GCF Output
Kalteng | Artikel Media Workshop 3 Oktober | https://www.rri.co.id/daerah/1024393/dlh-kalteng-workshop-implementasi-program-
online Implementasi | 2024 rbp-gcf-output
Program RBP
GCF Output
Kalteng | Artikel Media Workshop 3 Oktober | https://www.newsinkalteng.co.id/2024/10/pemerintah-provinsi-kalimantan-
online Implementasi | 2024 tengah.html
Program RBP
GCF Output
Kalteng | Artikel Media Workshop 3 Oktober | https://exposkalteng.com/pemprov-kalteng-gelar-workshop-persiapan-implementasi-
online Implementasi | 2024 program-rbp-gcf-output-ii/
Program RBP
GCF Output
Kalteng | Artikel Website | Informasi 3 Oktober | https://penabulufoundation.org/pengelolaan-hutan-dan-lahan-berkelanjutan-untuk-
Penabulu | Proyek RBP 2024 mendukung-percepatan-pencapaian-target-penurunan-emisi-gas-rumah-kaca-
Kalteng provinsi-kalimantan-tengah/
Kalteng | Artikel Online Berbagi 19 May https://www.instagram.com/p/DJy8TUjS35Y/?igsh=MWI4d2IwNHBxdTIrMA%3D%3D
Souvenirdan | 2025
Bibit Pohon
Buah
Kalteng | Artikel Online Patroli pada 25 Instagram
areal rawan September
kebakaran 2025



https://penabulufoundation.org/pengelolaan-hutan-dan-lahan-berkelanjutan-untuk-mendukung-percepatan-pencapaian-target-penurunan-emisi-gas-rumah-kaca-provinsi-kalimantan-tengah/
https://penabulufoundation.org/pengelolaan-hutan-dan-lahan-berkelanjutan-untuk-mendukung-percepatan-pencapaian-target-penurunan-emisi-gas-rumah-kaca-provinsi-kalimantan-tengah/
https://penabulufoundation.org/pengelolaan-hutan-dan-lahan-berkelanjutan-untuk-mendukung-percepatan-pencapaian-target-penurunan-emisi-gas-rumah-kaca-provinsi-kalimantan-tengah/
https://www.instagram.com/p/DJy8TUjS35Y/?igsh=MWl4d2IwNHBxdTlrMA%3D%3D
https://www.instagram.com/reel/DPBaQ_PEvSC/?igsh=aW9xdTY2emE4MWMz

.. Kategori . Tanggal
Provinsi "pita  Media Publikasi
Kalteng | Artikel Online Program 25 https://www.instagram.com/p/DPBPzAsEIGi/?igsh=MXZ3NW5md200bWRnMw==
kampung iklim | September
2025
Kalteng | Artikel Online FGD 5 July https://www.instagram.com/p/DLuFpKGypGM/?igsh=MWYQOY3R5Ym1ndWhpYw==
penyusunan 2025
dokumen
Kehati Kab.
Barsel dan
Kab. Gunung
Mas



https://www.instagram.com/p/DPBPzAsElGi/?igsh=MXZ3NW5md2o0bWRnMw==
https://www.instagram.com/p/DLuFpKGypGM/?igsh=MWY0Y3R5Ym1ndWhpYw==




